
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.985, 2021 KEMENKES. Pedoman INA-CBG. Pelaksanaan 

Jaminan Kesehatan. Pencabutan. 

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA-CBG)  

DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan 

Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) secara Indonesian 

Case Base Groups (INA-CBG);  

b.  bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 

2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups 

(INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 

Nasional, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan 

kebutuhan pelayanan kesehatan di FKRTL, khususnya 

terkait pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan ke 

FKRTL;  

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman 

Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam 

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan; 
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Mengingat :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456);  

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 161) 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif 

Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 442); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1146);  

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 

INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA-CBG) DALAM 

PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN. 

 

Pasal 1 

Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam 

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan merupakan acuan bagi 

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan pihak lain yang 

terkait mengenai metode pembayaran INA-CBG dalam 

pelaksanaan klaim pelayanan Jaminan Kesehatan.  

 

Pasal 2 

Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam 

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, klaim bayi 

baru lahir dengan tindakan pada persalinan menggunakan 

kode P03.0-P03.6 yang diajukan terpisah oleh Fasilitas 

Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan kepada Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang mengalami 
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permasalahan (dispute) klaim pada saat berlakunya Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Indonesian Case Base Group (INA-CBG) dalam Pelaksanaan 

Jaminan Kesehatan Nasional wajib dibayarkan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 

2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Group (INA-

CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. 

 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan 

Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 10 Agustus 2021  

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

       BUDI G. SADIKIN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Agustus 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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